
 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 17 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Bukittinggi tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018. 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 442); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 



  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2018; 

  9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 
2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2006); 

  10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 
Nomor 58); 

  11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2008 Nomor 03); 

  12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2016 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH  KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 
 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

5. Pembangunan Kota Bukittinggi adalah upaya yang 
dilaksanakan oleh segenap komponen daerah dalam 



rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 

pembangunan tahunan daerah. 

10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah 

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran perangkat 
daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

16. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau 
kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang 
terukur. 

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 
barang/jasa. 

18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari 

suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan. 



19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

  

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan Dokumen 

Perencanaan Tahunan yang berpedoman kepada RPJPD Kota 
Bukittinggi Tahun 2006-2025, yang mengacu kepada RKP 
Tahun 2018, serta memperhatikan visi, misi dan program 

Walikota Terpilih. 
 

Pasal 3 
 

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memiliki tujuan sebagai 
pedoman dalam penyusunan : 

 

1. Rencangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 

2. Rancangan PPAS Tahun 2018; dan 
3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2018 
  

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
 

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan 
dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. 

  

BAB IV 
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 

Pasal 5 
   

(1) RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018, disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 

TAHUN LALU DAN CAPAIAN   KINERJA 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

PRIORITAS DAERAH 

BAB VI
  

: PENUTUP 

(2) RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

  

 
 

 
 

 



 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota  ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.  
   
 

 
 

Ditetapkan  di    Bukittinggi 

pada tanggal  23 Mei 2017 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

dto 

M. RAMLAN NURMATIAS 

Diundangkan di  Bukittinggi 

pada tanggal 23 Mei 2017 
  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 

dto 
 

YUEN KARNOVA 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR  18 


